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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam
melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak (2) faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi
pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi deskriptif.
Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung,
dan teknik studi documenter, dengan alat pengumpul datanya adalah pedoman observasi, pedoman
wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara
reduksi data, display/penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. dalam menjamin keabsahan data
peneliti melakukan cross check melalui informasi data wawancara pada subjek penelitian dan
dokumentasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Peran Komisi Pemilihan Umum
dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik bagi pemilih pemula adalah sebagai pelaksanaan amanat
fungsi sosialisasi politik dalam UU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam Melaksanakan
Fungsi Sosialisasi Politik Bagi pemilih pemula sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan salah satu
agen sosialisasi politik dengan memberikan pendidikan politik bagi pemilih, memaksimalkan proses
sosialisasi, melakukan survey atau jejak pendapat, dan meningkatkan kinerja pemilu. Faktor-Faktor
yang mempengaruhi KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik adalah mekanisme sosialisasi politik,
Pola sosialisasi politik, faktor sosial ekonomi dan sistem politik.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Sosialisasi Politik, Pemilih Pemula

Abstract
This study aims to determine (1) the role of the General Elections Commission (KPU) in carrying out
the function of political socialization for novice voters in Pontianak City (2) what factors influence the
General Elections Commission (KPU) in carrying out political socialization for voters. beginner. This
study uses a qualitative approach in the form of a descriptive study. Data collection technigques used
are direct observation techniques, direct communication techniques, and documentary study
techniques, with data collection tools are observation guidelines, interview guidelines, and
documentation. The techniques for analyzing the data in this research are data reduction,
display/presentation of data, and drawing conclusions. In ensuring the validity of the data, the
researchers conducted a cross check through interview data information on the research subject and
the documentation obtained. The results of the study show that: The role of the General Election
Commission in carrying out the function of political socialization for novice voters is as an
implementation of the mandate of the political socialization function in Law No. 8 of 2017 concerning
Socialization, Voter Education and Community Participation in Elections, the Pontianak City General
Election Commission in Implementing the Socialization Function Politics For novice voters as an
election management agency and one of the agents of political socialization by providing political
education for voters, maximizing the socialization process, conducting surveys or polls, and improving
election performance. The factors that influence the KPU in carrying out political socialization are the
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mechanism of political socialization, patterns of political socialization, socio-economic factors and the

political system.

Keywords: General Election Commission, Political Socialization, Beginner Voters

PENDAHULUAN
Permasalahan politik di Indonesia
surut.Pasca

sering mengalami pasang

reformasi, keikutsertaan warga negara

dalam arena politik menampakan gejala

kelesuan yang diindikasikan  pada
penurunan  kualitas  serta  kuantitas
partisipasi  politik. Dalam pelaksanaan

pemilihan umum misalnya. Pemilihan
umum (general election) yang diakui secara
global, sebagai sebuah arena untuk
membentuk demokrasi perwakilan serta
menggelar pergantian pemerintah secara
berkala.Maka menurut teori demokrasi
minimalis sebagaimana yang dijelaskan
oleh joseph schumper (schumper) bahwa
pemilihan umum merupakan sebuah arena
yang mewadahi kompetisi (kontestasi)
antara aktor-aktor politik yang meraih
kekuasaan dan partisipasi politik rakyat
untuk menentukan pilihan serta liberalism
hak-hak sipil dan politik warga Negara.
Pemilihan umum secara langsung
oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan
pemerintahan Negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.Penyelenggaraan pemilihan umum

secara langsung, umum, bebas, rahasia,
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jujur dan adil dapat terwujud apabila

dilaksanakan oleh penyelenggara

pemilihan umum yang mempunyai
integritas, professional dan akuntabilitas.
Partisipasi rakyat dalam Pemilu adalah hal
mutlak. Berhasil tidaknya pemilu sangat
bergantung pada suara mayoritas rakyat,
karena suara rakyat yang akan menentukan
nasib bangsa kedepannya.

Dalam hal ini partisipasi yang

diinginkan ~ bukan  hanya  sekedar
menggunakan hak pilihnya tetapi yang
terpenting bagaimana hak pilih tersebut
dapat diimplementasikan dengan pilihan
rasional dalam rangka memberikan yang
terbaik untuk Negara. Pelajar atau remaja
adalah sebuah komunitas yang cukup besar
dan cukup diperhitungkan sebagai basis
suara pada setiap pemilu. Komunitas
pelajar yang baru pertama kali mengikuti
pemilihan umum disebut pemilih pemula
atau pemilih yang baru pertama Kkali
memilih  karena usia mereka baru
memasuki usia pemilih “Pemilih pemula
adalah mereka yang telah berusia 17-22
tahun, yang telah memiliki hak suara dalam
pemilu dan terdiri atas pelajar, mahasiswa
atau pekerja muda yang sudah berusia 17
tahun tetapi telah menikah”.

Komisi

pemilihan umum



merupakan salah satu lembaga yang
memiliki hak untuk menyelenggarakan
pemilihan umum. Komisi Pemilihan
Umum menjalankan tugasnya sebagai
pelaksana  pemilu  dituntut  untuk
independen dan non-partisipan
sebagaimana peraturan yang dikeluarkan
atas usul pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat pada Tahun 2004 untuk
menjaga keamanan dan netralisasi KPU.
KPU dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta dalam
hal penyelenggaraan seluruh tahapan
pemilihan umum dan tugas lainnya. Fungsi
Komisi Pemilihan Umum yang
diamanatkan  dalam  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum pada pasal 16
huruf J yang berbunyi “bahwa Komisi
Pemilihan Umum kabupaten/kota bertugas
mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas atau
wewenang Komisi  Pemilihan  Umum

Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Sosialisasi politik sebagai proses

pembentukan dan pengembangan kompetensi

kewarganegaraan saat ini merupakan suatu

kebutuhan dasar bagi pemilih pemula. Hal ini

penting  karena  dengan  kompetensi

kewarganegaraan yang mapan pemilih pemula

dapat mempertimbangkan sisi kualitas calon

yang akan dipilih. Pembentukan dan

pengembangan kompetensi kewarganegaraan
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dalam sosialisasi politik dan pendidikan
pemilih, mengajak pemilih pemula tidak
hanya tahu bagaimana memilih, tetapi juga
membangun kesadaran dan daya kristis
terhadap setiap tahapan proses pemilu.
Dengan begitu, pemilih pemula tidak lagi
menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya
mereka bisa menjadi subjek yang kristis dalam
menentukan pilihan politik, sekaligus menjadi
pendorong pendewasaan partai politik untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat banyak,
bukan kepentingan orang perorang, sehingga
hal ini mampu menumbuhkan demokrasi di
Indonesia.

Komisi ~ Pemilihan ~ Umum
merupakan garda terdepan dalam sebuah
Negara. Apalagi dalam penyelenggaraan
pemilu, Komisi ini tidak hanya berurusan
dengan partai politik peserta pemilu tetapi
juga harus berhadapan langsung dengan
pemerintah dan masyarakat luas. Dalam
kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada
pada posisi dilematis. Disatu pihak, KPU
berusaha untuk melayani dan memenuhi
kepentingan semua pihak (partai politik,
pemerintah, dan masyarakat). Sementara
dipihak lain KPU harus betul-betul
konsisten untuk menerapkan seluruh
ketentuan ~ perundang-undangan  yang
berlaku dimana banyak kepentingan para
pihak itu dibatasi. Peran Komisi Pemilihan
Umum (KPU) seharusnya dilaksanakan
secara maksimal dalam menanamkan

kesadaran Pemilih Pemula untuk ikut serta



dalam Pemilu dan mensukseskan pesta
demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk
pemilu yang berlandaskan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai
dengan UUD 1945 Pasal 22 E tentang
Pemilihan Umum.

Dari
politik, data KPU yang diproleh diketahui

laporan hasil sosialisasi

bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
masih sangat minim dan juga tidak
dilakukan secara merata Sosialisasi hanya
dilakukan dibeberapa tempat saja atau
beberapa kecamatan yang ada dikota
Pontianak. Sedangkan jumlah pemilih
pemula di kota Pontianak sangat banyak
yang tidak mendapatkan sosialisasi politik
dari  Komisi Pemilihan Umum Kota
Pontianak.

Kemudian sosialisasi hanya dilakukan
ketika menjelang pemilukada saja, belum
kerja ~ Komisi
(KPU)

memberikan pemahaman dan kesadaran

optimalnya  program

Pemilihan Umum dalam
bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi
dalam pemilu, karena masih kurangnya
peran KPU melakukan sosialisasi politik.
Ketidakadaan  sosialisasi  akan
berdampak pada penurunan partisipasi
politik pada pemilih pemula karena pemilih
pemula cenderung memiliki perilaku
politik yang belum rasional seperti dalam
pemilu mereka memilih orang-orang yang

didukung oleh orang tua atau teman sebaya
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mereka, atau orang-orang yang secara kasat
mata menarik, kemudian ketidaktahuan
pemilih pemula dalam memilih dapat
mengakibatkan hasil suara yang tidak sah
dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan
Umum wajib memberikan pendidikan
politik dengan sosialisasi yang bersifat
menyeluruh tidak hanya ditempat yang
mudah dijangkau saja. Agar tercapainya
pemilih yang cerdas dan tidak mudah
terprovokasi dengan isu-isu yang dapat
menimbulkan konflik.

Meskipun sosialisasi politik tidak
hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan
Umum pada pemilih pemula untuk
meningkatkan kesadaran pemilih pemula
dan pengetahuan pemilih pemula tentang
politik dalam pemilu agar menjadi pemilih
yang cerdas dan rasional, Komisi pemilihan
umum tetap memiliki fungsi untuk
memberikan pendidikan politik berupa
sosialisasi  politik pada masyarakat
khusunya pemilih pemula sesuai dengan
apa yang diamanatkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi
“pbahwa  Komisi  Pemilihan  Umum
kabupaten/Kotabertugas mensosialisasikan
Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas/wewenang Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada
masyarakat”.

Pada

sudah jelas menyebutkan bahwa Komisi

Undang-undang  tersebut



Pemilihan Umum memiliki fungsi untuk
memberikan pendidikan politik berupa
sosialisasi  politik pada masyarakat
termasuk pemilih pemula. Hal inilah yang
menarik minat peneliti untuk meneliti

“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam

Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Bagi
Pemilih Pemula Di Kota Pontianak™.
METODE PENELITIAN

Pelaksanaan  penelitian  yang

dilakukan peneliti dikantor KPU Kota
Pontianak yang berada di Jalan Johar No 1
A. Metode penelitian yang digunakan disini
adalah penelitian kualitatif, dengan tujuan
mendapatkan gambaran secara jelas tentang
bagaimana ‘“Peran Komisi Pemilihan
(KPU)

Fungsi Sosialisasi politik Bagi Pemilih

Umum Dalam Melaksanakan

Pemula di Kota Pontianak”. Bentuk
penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah bentuk penelitian deskriptif.
Bentuk

penelitian ini berusaha

mendeskripsikan ~ suatu  gejala, atau
fenomena dari peristiwa yang terjadi. Hal
ini  disebabkan peneliti menganalisis
tentang bagaimana Peran Komisi Pemilihan
Umum Dalam Melaksanakan Sosialisasi
Politik bagi Kota

Pontianak. Adapun yang menjadi subjek

Pemilih Pemula di

dalam peneliian ini adalah Sekretaris KPU,
Anggota KPU, Siswa dan Mahasiswa .
Teknik pengumpul data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik observasi
langsung , teknik komunikasi langsung ,

43

Vol.2 No.2 Agustus 2022 Character and Civic: Jurnal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan ISSN : 2808-294X

dan teknik studi documenter dengan alat
adlah

wawancara

pengumpul  datanya pedoman

observasi, pedoman dan
dokumentasi. Untuk teknik analisis data
yang digunakan adalah teknik analisis data
kualitatif dengan tahap pengumpulan data,
reduksi data dan verivikasi data.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut
mengenai peran KPU dalam melaksanakan
sosialisasi politik bagi pemilih pemula di
Kota Pontianak. Komisi Pemilihan Umum
KPU adalah
Negara yang menyelenggarakan pemilihan
Lembaga KPU

lembaga

yang disingkat lembaga

umum di Indonesia ,
merupakan suatu independen

penyelenggara pemilihan  umum di
Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri, seperti yang tercantum dalam
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22
Tahun 2007

Pemilu

tentang Penyelenggaraan

dinyatakan  bahwa  Komisi
Pemilihan Umum,
KPU,

Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

selanjutnya  disebut
adalah lembaga Penyelenggara
mandiri. Penyelenggaraan pemilu KPU

bertugas dalam melaksanakan
PemilihanUmum Anggota DPR, DPD,
DPRD, dan Wakil
Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu Komisi Pemilihan Umum

Pemilu Presiden

juga memiliki fungsi sosialisasi sebagai

lembaga penyelenggara pemilu. Aturan



mengenai tugas dan wewenang sosialisasi
ini diatur didalam UU Nomor 15 tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Pada KPU pusat diatur di Pasal 8 ayat (1)
huruf p, dan ayat (2) huruf 0. KPU Provinsi
diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal (2)
huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU
Kabupaten/Kota diatur di Pasal 10 26 ayat
(1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3)
huruf g. Kesemuanya tadi mengatur
mengenai tugas dan wewenang untuk
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota

kepada masyarakat.

Jadi, Peranan KPU dalam
melaksanakan sosialisasi politik bisa
dipahami sebagai pelaksanaan

tugas/wewenang sosialisasi politik yang
KPU KPU

Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota,

diembannya.Baik pusat,

memiliki tugas melakukan sosialisasi
penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait
dengan tugas dan wewenang KPU kepada
masyarakat. Fungsi sosialisasi politik yaitu
mencerdaskan bangsa, membangun
masyarakat yang paham akan politik,
pemerintahan  dan

cara pengambilan

kebijakan oleh pemerintah, sosialisasi
politik juga dapat menumbuhkan kesadaran
dan pemahaman politik bagi orang dewasa
maupun pemilih pemula yang sebagian
adalah pemuda pemuda sebagai penerus

bangsa . Dengan begitu individu dapat
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berpartisipasi secara aktif dalam sistem
politik yang ada di pemerintah.Sosialisasi
politik sangatlah penting dalam masa
modernisasi karena sistem politik biasanya

disesuaikan dengan kemajuan jaman. Tugas

KPU adalah memfasilitasi dan
melaksanakan sosialisasi politik
tersebut.Sosialisasi disini tidak sekadar

sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek
prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu
dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek
substantif seperti menjelaskan mengenai
manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga
pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.
Sosialisasi politik merupakan suatu
proses interaksi manusia yang memberikan
suatu pengaruh pada pengetahuan sistem
politik, tanda-tanda politik, serta juga
lembaga politik.
Sosialisasi  disini tidak sekedar
sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek
procedural seperti tahapan-tahapan pemilu
dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek
substantive seperti menjelaskan mengenai
manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga
pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.
Sosialisasi politik juga merupakan bagian
dari pendidikan politik proses sosialisasi
yang
dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi

berlangsung lama dan rumit
antar individu.
Peran Komisi Pemilihan Umum

Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi
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oleh penyelenggara pemilu dapat peneliti
deskripsikan sebagai berikut:

Dari kajian dan temuan penelitian,
sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dapat
peneliti deskripsikan sebagai berikut:

a. Memberikan Pendidikan Pemilih

Salah  satu  sosialisasi  yang
dilakukan agen sosialisasi yaitu
lembaga penyelenggara pemilu adalah
memberikan  pendidikan  pemilih,
Sosialisasi oleh penyelenggara pemilu
adalah dengan Proses penyampaian
informasi  kepada Pemilih  untuk
meningkatkan pengetahuan,
pemahaman, dan kesadaran Pemilih
tentang Pemilu adalah bagian dari
memeberikan pendidikan bagi pemilih,
(Budiardjo, 2010:371),

Jadi berdasarkan hasil temuan dan
pembahasan diatas mengenai
pendidikan pemilih dapat peneliti
simpulkan KPU dalam memberikan
pendidikan pemilih, melakukan
kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan
dalam bentuk pendidikan politik yang
dilakukan KPU Kota Pontianak adalah
melakukan kerja sama dengan berbagai
kelompok sasaran yang ingin dicapai.
Kelompok sasaran yang ingin dicapai
dalam pelaksanaan sosialisasi
pendidikan  pemilih  meliputi
masyarakat umum (publik), pemilih
pemula, pemilih muda, komunitas,

perempuan , kelompok berkebutuhan
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khusus, keagamaan , kaum marjinal,
penyandang disabilitas, warganet
Kegiatan yang dilakukan adalah KPU
Goes To School , KPU Goes To campus
, KPU Goes To community, Kursus
kepemiluan, relawan demokrasi. Selain
sosialisasi dan pendidikan pemilih yang
dijabarkan  kegiatan  dilaksanakan
dengan menggunakan metode tatap
muka, ceramah serta kegiatan dilakukan
ditempat terbuka, kegiatan dilakukan
tempat terbuka ditujukan  untuk
masyarakat umum berupa perlombaan
dan konser yang dapat diikuti oleh
semua kalangan masyarakat. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk memberikan
edukasi dan meningkatkan partisipasi
pemilih pemula ataupun pemilih muda
yang potensi jumlah suaranya sangat
besar.

b. Memaksimalkan Proses Sosialisasi
Memaksimalkan atau mengoptimalkan
adalah proses meningkatkan
ketercapaian  dari  tujuan  yang
diharapkan sesuai dengan kriteria atau
harapan yang telah ditetapkan.
Memaksimalkan juga dapat
didefinisikan sebagai proses untuk
mendapatkan keadaan yang
memberikan nilai maksimum atau
minimum dari suatu fungsi (Singerius S
Rao, 2009:27). Proses sosialisasi
merupakan suatu proses pembentukan

sikap dan orientasi politik setiap



anggota masyarakat dalam menjalani
kehidupan politik dalam suatu Negara.
Komisi Pemilihan Umum Kota

Pontianak  dalam  memaksimalkan
proses kegiatan sosialisasi melakukan
berbagai kegiatan pelatihan, pelantikan,
evaluasi , bimtek, dan kegiatan yang
berkaitan

dengan persiapan

pelaksanaan sosialisasi politik untuk

memkasimalkan  proses  sosialisasi
politik.

Jadi dapat peneliti simpulkan
berdasarkan  hasil  temuan  dan
pembahasan bahwa KPU dalam
memaksimalkan  proses  sosialisasi

untuk meningkatkan ketercapaian dari

tujuan yang diharapkan sesuai dengan

kriteria atau harapan yang telah
ditetapkan melakukan berbagai
persipan, pelatihan, penyusunan

rencana kerja , perumusan target ,
kemudian hasil yang diperoleh barulah
di evaluasi.
c. Melakukan survey atau Jejak
Pendapat

Jejak pendapat adalah survey
mengenai pendapat atau pandangan
yang dilakukan dengan menggunakan

teknik sampel. Jejak pendapat biasanya

dirancang untuk mendapatkan
gambarang tentang pandangan-
pandangan suatu populasi dengan

mengajukan serangkaian pertanyaan

kepada beberapa orang yang dianggap
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mewakili populasi dan kemudian

menyimpulkan  jawaban-jawabannya
sebagai gambaran dari kelompok yang
lebih luas (Eryanto,2010:75). Eryanto
juga
pendapat berkaitan dengan pemilihan

menyebutkan  bahwa  jejak
pejabat publik sebagai sarana bagi
kandidat

dirinya kepublik sejak awal, atau

untuk  memperkenalkan
kepada partai yang akan mengusung
calon, selain itu mengukur secara akurat

bagaimana persepsi publik terhadap

politik.

Jadi berdasarkan hasil temuan dan
deskripsi dapat peneliti simpulkan
Komisi  Pemilihan Umum dalam

mengukur persepsi masyarakat melalui
metode survey atau jejak pendapat,
meode ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan pendapat dari sampel
yang representative dari populasi yang
menjadi target sasaran.
d. Peningkatan Kinerja Pemilu
Terkait dengan peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya
terkait  dengan kinerja  teknis
penyelenggaraan, namun juga dalam
hal penumbuhan kesadaran tentang
pentingnya

partisipasi  masyarakat

dalam penyelenggaraan pemilu,

sehingga masyarakat bisa memahami
partisipasi apa saja yang dapat
dilakukan dan apa output dari

partisipasi  tersebut. Kinerja atau



performance  merupakan  sebuah

penggambaran ~ mengenai  tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu program
kegiatan atau  kebijakan  dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan
misi oeganisasi yang dituangkan dalam
suatu perencanaan strategis suatu
organisasi (Moeheriono,2012:95).

Jadi dari hasil penelitian
disimpulkan peranan KPU dalam
melaksanakan pendidikan politik bisa
dipahami sebagai pelasana tugas dan
wewenang sosialisasi politik, Komisi
pemilihan

umum sebagai

penyelenggara  sosialisasi  dalam
melaksanakan fungsi sosialisasi politik
dengan memberikan pendidikan kepada
pemilih khususnya pemilih pemula,
memaksimalkan proses sosialisasi,
melakukan survey atau jejak pendapat,
dan meningkatkan kinerja pemilu.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Komisi  Pemilihan Umum  Dalam
Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Politik
Bagi Pemilih Pemula,
temuan  dan
faktor  yang

mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan  hasil
pembahasan  Faktor-
dalam melaksanakan fungsi sosialisasi
politik bagi pemilih pemula dapat peneliti
deskripsikan sebagai berikut:

a. Mekanisme Sosialisasi Politik
sosialisasi

Pelaksanaan politik

memerlukan adanya suatu mekanisme
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yang semestinya dijadikan sebagai

patokan dalam melaksanakan

sosialisasi politik. Mekanisme
sosialisasi politik menurut Rush dan
Althof (2013) yaitu berkaitan dengan
imitasi yaitu peniruan yang dilakukan
KPU Kota

memberikan simulasi pemilu contoh

Pontianak  adalah
mencoblos memasukkan surat suara
kekotak suara dll, instruksi, intruksi ini
adalah perintah yang merupakan
penyampaian sesuatu yang berisikan
keputusan  seperti  pemilu  akan
diselenggarakan pada tanggan bulan
dan tahun untuk pemilihan presidendan
wakil presiden, kepala daerah dll, dan
motivasi  ini  suatu  mekanisme
sosialisasi politik untuk membentuk

sikap kalau bisa pada tahap perilaku

dapat tercermin dari cara agen
sosialisasi melaksanakan sosialisasi
politik.

b. Pola sosialisasi Politik

Pola sosialisasi adalah proses

yang
berkesinambungan antara badan dan

sosialisasi terus

instansi, Pola  sosialisasi  politik
merupakan  tahapan-tahapan  yang
dilalui suatu lembaga  dalam

pelaksanaan sosialisasi politik.
c. Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi memiliki makna
suatu keadaan yang menunjukkan

kemampuan financial dan perlengkapan



material yang dimiliki cukup dan

kurang (Basrowi,2010). Kondisi sosial
yang
menentukan dalam sebuah sosialisasi

ekonomi  memainkan peran
politik, karena tidak dapat dipungkiri
bahwa memang kondisi sosial ekonomi
mempunyai pengaruh langsung pada
lembaga-lembaga publik formal.

d. Sistem Politik

david

Easton terdiri dari jumlah lembaga-

Sistem  politik menurut

lembaga dan aktivitas-aktivitas politik

dalam masyarakat yang berfungsi

mengubah tuntutan-tuntutan
(demands), dukungan-dukungan
(supports) dan sumber-sumber
(resources) menjadi keputusan-

keputusan atau kebijakan-kebijakan

yang Dbersifat otoritatif (sah dan
mengikut) bagi seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
hasil pembahasan tentang Peran Komisi
Pemilihan Umum dalam Melaksanakan
Fungsi Sosialisasi Politik Bagi Pemilih
Pemula dapat disimpulkan secara umum
bahwa pendidikan politik dalam sosialisasi
politik bagi pemilih pemula dikota
Pontianak adalah pelaksanaan amanat
fungsi sosialisasi politik dalam UU No 8
Tahun 2017
Pendidikan

Masyarakat

Tentang  Sosialisasi,
Pemilih

Dalam Pemilu.

dan Partisipasi

Pemilih

pemula dijadikan sasaran  program
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Sosialisasi Politik karena, (a) jumlah
pemilih pemula cukup banyak yaitu sekitar
70%,

diberikan kesadaran agar berpartisipasi

sehingga pemilih pemula perlu

aktif dalam pemilu. (b) untuk menjadikan
pemilih pemula sebgai pemilih yang
cerdas. Pemilih cerdas sama dengan tipe
rasional

pemilih yaitu pemilih yang

memilih dengan pertimbangan
rasionalitas, berdasarkan visi dan misi,
rekam jejak, dan program program yang
ditawarkan, dan (c) untuk pembentuk pola
piker atau paradigma pemilih pemula agar
tidak terpengaruh politik lainnya, seperti
money politics dan kampanye hitam.
Komisi Pemilihan Umum Kota

Pontianak melaksanakan program
Sosialisasi politik bagi pemilih pemula
melalui Pendidikan politik, dan melakukan
relasi disemua elemen seperti pemerintah,
dinas  pendidikan,

dengan  menjadi

pemateri didalam sosialisasi tersebut.
Dilihat dari program-program KPU ini
bisa digolongkan sebagai agen pendidikan
politik non  formal.Program-program
tersebut

terstruktur.Ada

merupakan  program  yang
yang

dan

desain  khusus

memuat tujuan, materi, metode,
narasumber yang telah dirancang oleh
KPU. Dalam program-program tadi secara
keseluruhan materi menyangkut pemilu
(pentingnya pemilu dan sistem pemilu),
demokrasi, karakteristik calon yang baik,
daftar simulasi

penyusunan pemilih,



pemungutan suara, pancasila, dan UUD
1945. Materi tersebut disampaikan oleh
KPU Kota
Pontianak dengan metode tatap muka atau

komisioner-komisioner

pun melalui media sosial dengan membuat
konten program dari KPU Kota Pontianak.
Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kota
Pontianak Dalam Melaksanakan Fungsi
Sosialisasi Politik Bagi pemilih pemula
sebagai lembaga penyelenggara pemilu
dan salah satu agen sosialisasi politik

dengan memberikan pendidikan politik

bagi pemilih, memaksimalkan proses
sosialisasi, melakukan survey atau jejak
pendapat, dan meningkatkan Kinerja
pemilu,.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi
KPU dalam melaksanakan sosialisasi
politik adalah mekanisme sosialisasi
politik, mekanisme sosialisasi politik ini
berkaitan dengan imitasi, instruksi dan
motivasi dapat tercermin dari cara agen
sosialisasi  melaksanakan  sosialisasi
politik. , Pola sosialisasi politik tahapan-
tahapan yang dilalui suatu lembaga dalam
faktor
yang

menunjukkan kemampuan financial dan

pelaksanaan sosialisasi politik,

sosial ekonomi keadaan

perlengkapan material yang dimiliki

anggaran cukup dan kurang dan sistem

politik  tuntutan-tuntutan  (demands),

dukungan-dukungan  (supports)  dan

sumber-sumber  (resources)  menjadi

keputusan-keputusan atau  kebijakan-
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kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan

mengikut) bagi seluruh masyarakat.
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